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ABSTRAK

Perpindahan penduduk baik dalam wilayah NKRI maupun perpindahan penduduk ke luar
negeri atau sebaliknya merupakan hak asasi manusia yang sudah dijamin oleh Undang-undang Dasar
Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun
demikian, Negara berhak menertibkan perpindahan penduduk tersebut dengan melakukan
pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah : pertama, Bagaimana pelaksanaan
administrasi perpindahan penduduk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan di Kabupaten Dharmasraya. Kedua, Bagaimana penertiban terhadap
penduduk yang tidak memiliki KTP dalam pelaksanaan administrasi perpindahan penduduk oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Dharmasraya. Ketiga, Kendala apa saja
yang ditemui dalam pelaksanaan administrasi perpindahan penduduk di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis
Empiris yaitu pendekatan yang melihat atau mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian
membandingkannya dengan apa yang terjadi di lapangan atau di masyarakat. Dari hasil penelitian
memperlihatkan bahwa: a). dalam administrasi perpindahan penduduk di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya banyak sekali ditemukan penduduk yang enggan melapor
kepindahannya kepada instansi pelaksana sehingga tidak memiliki Surat Keterangan Pindah. b).
kendala yang ditemui dalam administrasi perpindahan- penduduk diantaranya: daluarsanya waktu
tenggang pelaporan perpindahan penduduk, Tidak sinkronnya alamat data perpindahan penduduk,
Selalu adanya perubahan nama Kabupeten/Kota akibat pemekaran, Jaringan yang sering mengalami
kendala. ¢). penertiban yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Dharmasraya bagi penduduk yang tidak memiliki KTP maupun tidak mempunyai Surat Keterangan
Pindah dalam administrasi perpindahan penduduk, yaitu berupa pendataan dan sosialisasi ke nagari-
nagari. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah : setiap penduduk wajib memiliki KTP maupun Surat
Keterangan Pindah sebagai identitas diri. Dan disarankan bagi setiap penduduk Kabupaten
Dharmasraya agar melakukan tertip administrasi kependudukan supaya tercatat di database
Kabupaten Dharmasraya.
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